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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. ORI DIY merupakan sebuah Lembaga negara yang bertugas melakukan 

pengawasan terhadap layanan publik salah satunya adalah pelayanan jasa yang 

salah satunya terkait dengan pendidikan. Masalah Pendidikan yang selalu 

masuk menjadi laporan ORI DIY adalah mengenai Pengadaan Pakaian Seragam 

terutama SMAN/ SMKN. Dalam hal ini ORI DIY telah melaksanakan 

pengawasannya dengan baik yaitu dengan cara Pengawasan preventif dan  

Pengawasan represif. 

2. Hambatan yang terjadi selama ORI DIY melakukan pengawasan terkait 

pelanggaran pengadaan pakaian seragam terutama di SMAN/ SMKN adalah 

tingkat kepatuhan sekolah terhadap peraturan yang berlaku masih rendah, 

sehingga masih banyak sekolah yang terus-menerus melakukan pelanggaran. 

Lebih lanjut, bahwa kurangnya pengawasan internal dan penegakan sanksi yang 

kurang tegas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Selain itu, masih adanya stigma dari sekolah yang menganggap 

bahwa melakukan pengadaan pakaian seragam adalah hal yang wajar karena itu 

merupakan “tradisi” yang dilakukan selama beberapa tahun. Namun, ORI DIY 

melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan 

hukum kepada sekolah-sekolah terutama SMAN/SMKN. Lebih lanjut, ORI 

DIY masih terus mengawasi kinerja dan meminta keterangan mengenai 

perkembangan langkah-langkah penyelesaian dan pencegahan yang telah 

dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa 
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Yogyakarta dalam mencegah kasus pelanggaran pengadaan pakaian seragam 

sekolah. 

B. Saran 

1. ORI DIY harus terus menggalakkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran 

hukum bagi sekolah-sekolah khususnya SMAN/ SMKN tentang larangan 

melakukan pengadaan pakaian seragam. 

2. DISDIKPORA DIY sebaiknya melakukan pengawasan secara maksimal dan 

penegakkan hukum yang lebih tegas berupa sanksi yang memberikan efek jera 

kepada “oknum sekolah” yang melakukan pelanggaran terkait pengadaan 

pakaian seragam khususnya SMAN/ SMKN. Hal tersebut tentu akan 

meminimalisir pelanggaran penggadaan pakaian seragam, sehingga di tahun-

tahun berikutnya jumlah sekolah yang melakukan pelanggaran akan semakin 

sedikit atau bahkan sudah tidak dijumpai lagi pelanggaran tersebut. 

3. Pemerintah DIY sebaiknya mengeluarkan regulasi yang mengatur secara tegas 

mengenai pihak yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi 

pelanggaran pengadaan pakaian seragam, selain itu mestinya Pemerintah DIY 

juga mengeluarkan regulasi yang mencakup mengenai kode warna pada setiap 

seragam, sehingga tidak ada lagi keresahan sekolah karena murid-muridnya 

menggunakan seragam dengan warna tone yang berbeda. Dengan 

dikeluarkannya kode warna pada setiap seragam, tentunya setiap toko seragam 

akan menjual seragam dengan warna yang seragam sehingga hal tersebut dapat 

dijangkau oleh orang tua atau wali Peserta Didik dengan mudah.  
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